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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN DANA ALOKASI 
UMUM DAN/ATAU DANA BAGI HASIL BAGI DAERAH INDUK/PROVINSI YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN 
HIBAH/BANTUAN PENDANAAN KEPADA DAERAH OTONOM BARU 

ABSTRAK :  - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata 
Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, Pemerintah melakukan fasilitasi 
terhadap Daerah Otonom Baru berupa pemberian hibah dari daerah induk dan pemberian bantuan 
dari provinsi. Berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai pembentukan Daerah 
Otonom Baru, Pemerintah mengenakan sanksi pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana 
Bagi Hasil bagi Daerah Induk/Provinsi yang tidak melaksanakan kewajiban hibah/bantuan pendanaan 
kepada Daerah Otonom Baru, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 
Tata Cara Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil bagi Daerah Induk/Provinsi 
yang Tidak Memenuhi Kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan Kepada Daerah Otonom Baru. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      UU 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 126, TLN No. 4438), PP 55 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 
138, TLN No. 4576), PP 78 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 162, TLN No. 4791), Keppres 56/P Tahun 
2010. 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Pemotongan DAU dapat dikenakan terhadap Daerah Induk dan/atau Provinsi yang tidak memenuhi 
kewajiban hibah dan/atau bantuan pendanaan kepada Daerah Otonom Baru. Pemotongan DAU 
dikenakan jika diamanatkan dalam Undang-Undang mengenai pembentukan Daerah Otonom Baru 
yang bersangkutan. Dalam hal DAU Daerah Induk/Provinsi tidak mencukupi, pemotongan dilakukan 
terhadap DBH. Besaran pemotongan DAU dan/atau DBH diperhitungkan sebesar jumlah kewajiban 
hibah/bantuan pendanaan yang belum dibayarkan. Besaran pemotongan DAU dan/atau DBH per 
tahun ditetapkan dalam persentase tertentu dari DAU dan/atau DBH yang akan disalurkan pada 
tahun berkenaan maksimal sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah DAU dan/atau DBH yang 
akan disalurkan untuk Daerah bersangkutan pada tahun anggaran berkenaan. Persentase 
pemotongan DAU dan/atau DBH memperhatikan Kapasitas Fiskal Daerah. Kepala Daerah Otonom 
Baru menyampaikan Surat Permintaan Penyelesaian Kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan Daerah 
Induk dan/ atau Provinsi kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan 
dengan tembusan Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Otonomi Daerah. Menteri Dalam 
Negeri menyampaikan pertimbangan penyelesaian kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan kepada 
Menteri Keuangan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan 
pertimbangan. Dalam hal Menteri Dalam Negeri tidak menyampaikan pertimbangan dalam kurun 
waktu tersebut, Menteri Keuangan dapat melakukan pemotongan DAU dan/atau DBH. 

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 5 Oktober 2011 dan diundangkan pada tanggal 5 
Oktober 2011. 

 


